
 
 

 

BUPATI BANGKA 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

SALINAN 
PERATURAN BUPATI BANGKA 

NOMOR 62 TAHUN 2021 
 

TENTANG 
 

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN  BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI  BANGKA, 

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Bangka Nomor 
44 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Bangka sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 
9 Tahun 2021, besaran Tunjangan Perumahan ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati berdasarkan hasil perhitungan 

tim penilai internal dan/atau penilai publik yang 
bersertifikat;  

  b. bahwa besaran tunjangan perumahan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, dihitung berdasarkan hasil 

kajian penilaian kewajaran tunjangan perumahan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 
2021 oleh Lembaga Penilaian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat (LPPM) Institut Ilmu Sosial dan Manajemen 
(STIAMI); 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b,  Besaran Tunjangan 

Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Bangka perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati Bangka; 

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1959  tentang  
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 
55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 
56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 

57) tentang  Pembentukan  Daerah Tingkat II termasuk  
Kotapraja  Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I   

Sumatera  Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun  1959  Nomor  73, 

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor  
1821); 
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  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4033); 

  3. Undang-Undang  Nomor 23 Tahun  2014  tentang  

Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara  Republik  
Indonesia  Tahun  2014 Nomor  244, Tambahan  
Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor  5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran  Negara  Republik  
Indonesia  Tahun  2017 Nomor  106, Tambahan  

Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor  6057); 

  5.  Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D); 

  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 

2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 

2017 Nomor 3 Seri D); 

7.  Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Bangka sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 
9 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 

2021 Nomor 9); 

Memperhatikan : Hasil Kajian Penilaian Kewajaran Tunjangan Perumahan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 
2021 oleh Lembaga Penilaian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat (LPPM) Institut Ilmu Sosial dan Manajemen 
(STIAMI); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN 

PERUMAHAN  BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :  

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Bangka.  

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bangka yang 

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua 

dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka sesuai peraturan perundang-
undangan.  

6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota 

DPRD Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

7. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan dalam bentuk 

uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan 
sumpah/janji kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bangka. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan perda. 

BAB II 

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN  

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 

Pasal 2 

Besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan atau Anggota DPRD, ditetapkan 

sebagai berikut : 

a. Ketua DPRD sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus 
ribu rupiah)/bulan; 

b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 22.300.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus 
ribu rupiah)/bulan; dan 

c. Anggota DPRD sebesar Rp. 16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu 
rupiah)/bulan. 

Pasal 3 

Apabila berdasarkan hasil penilaian tim internal dan/atau penilai publik yang 
bersertifikat terdapat selisih pembayaran terhadap Tunjangan Perumahan, 

maka akan diperhitungkan mulai bulan Februari Tahun 2021. 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bangka 
Nomor : 188.45/79/Setwan/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Pemberian 
Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2021 dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 
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Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka. 

  

Ditetapkan di Sungailiat 
pada tanggal 8 September 2021 

BUPATI BANGKA, 
 
Cap/dto 

 
MULKAN   

Diundangkan di Sungailiat 
pada tanggal 8 September 2021 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANGKA, 
 

Cap/dto 
 

ANDI HUDIRMAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021 NOMOR 63 
 

 

 

  

 

 

 

     Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

  KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, 
 

Cap/dto 
 

SRI ELLY SAFITRI, SH 
PEMBINA 

NIP. 19741008 200501 2 007 
 


